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ABSTRAK

CATATAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan
Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25
Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagiamana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30
Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.
6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 6 Tahun
2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP
No. 20 Tahun 2024; PP No. 28 Tahun 2024; PP No. 28 Tahun 2025; PERPRES
No. 97 Tahun 2014; PERMENDIKBUD No. 81 Tahun 2013; PERMENDIKBUD No.
31 Tahun 2014; PERMENDIKBUD No. 36 Tahun 2014; PERMENDIKBUD No. 84
Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; PERMENPAR No. 3 Tahun
2019; PERMEN PUPR No. 1 Tahun 2021; PERMEN LHK No. 3 Tahun 2021;
PERMENPAR No. 4 Tahun 2021; PERMEN KKP No. 5 Tahun 2021; PERMENKER
No. 6 Tahun 2021; PERMENPAR No. 7 Tahun 2021; PERMENPERIN No. 9 Tahun
2021; PERMENHUB No. 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan
PERMENHUB No. 13 Tahun 2023; PERMEN ATBPN No. 13 Tahun 2021;
PERMENDAGRI No. 25 Tahun 202; PERMENKOP UKM No. 8 Tahun 2023;
PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2023; PERMENPERIN No. 5 Tahun 2024;
PERMENKES No. 14 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan PERMENKES No. 17 Tahun 2024; PERMENKES No. 19 Tahun
2024; PERBANPOM No. 4 Tahun 2024; PERDA KAB. KARAWANG No. 1 Tahun
2024; PERBUP KARAWANG No. 69 Tahun 2021 sebagaiaman telah diubah
dengan PERBUP KARAWANG No. 429 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan
penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan dan kewajiban Kepala
DPMPTSP dalam melaksanakan wewenang penyelenggaraan perizinan
berusaha dan nonperizinan.

Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 Oktober 2025.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terapadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran : 72 Him.



